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DENGAX RAHMAT TUHAN YANU MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

dang Nomor 23 Tahun 20i- icntang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah
n 2015 tentang Perubazhan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tzhun 2012

5

bahwa untuk mecinksanakan ketentian Pasal 326 avai i3} Undang-U
i terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Te

i

tentang Pemer n Daerah dimana Kepala Dacial imenvanipaisun Rancangan Peraturan Daerah teniang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Helania Dacrai (APBD) kepada Dewan Penwaxilan Rakyvat Daerah (DPRDj dengan dilampiri laporan keuangan vang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksi Keuanngan paling lambat 6 (enam} buian serwelah tahun anggaran berakhir:

bahwa berdasark:
Pertanggungiawa!i

nertimbangan sebagaimana dimaksué paca huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang

1 Pelaksanaan Anggaran Pendapaian dan Bel Daerah Kabupaten Simalungun Tahuin Anggaran 2016.

-

Undang-Undang Notior 7 Dit. Tahun 1956 teniang Pembeiiukan Dacrah Otonom Kabupaien-Kabirpaten Dalam Lingkuigan Daerah Provinsi Sumatera
Urara (Lembara: Negaia Republik Indonesia Tahiin 1656 Noimer 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092}

Undang-Undang .
Lembaran Neg

Indoncsia Tah

- 12 Tahun 1985 teniang Pajik | dan Bangunan (Lembaran Negara Repiibhik nedonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

-2
N

: Indonesia Nomor

Sdahah dengan Undang-condang Namor 12 Tabun 1994 jLembaran Negonra Repubhk
ik Indonesia Nomor 3309,

LibOs Nomor 02, Tambahan Lenibaing Nogaia Res
Undang-Undang
44, Tambahan
Undang-lind:
Negara Republik b

Nomor 21 Tahun 1997 lentang Bea Peroichan Hak Aras Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
aran Negara Republik Indonests Nomer 3688%

28 Tahun 1999 rentaug Penved an Negarn vang Bersih dan Bebas dart Kerups:, Kolusi dan Nepounsme (Lembaran
mesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaian Negara Republik Indonesia Nainor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu
Negara Repubiik Indonesia Nomor 42806):

gan Negara (Lembaran Negara Republik indenesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaihan Lemsbaran

Undang-Und:
Negara Repubi

1g Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubitk indonesia Tehun 2004 Nomor 5, Tambahan Leinbaran
!ndonesia Nomor 4359);

Undang-Undang Nomor i5 Tahun 2004 tentang Primeriiisaan Pengelolaan dan Tanggung jawabh Keicaiigan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomo: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);




25.

26.

27.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem FPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4-121).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Nrepara Repubbk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1206, Tambahan Lembuaram Negars Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerai dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tirhun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor S5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Taliun 2011 Nomos
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234y,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +$090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesin Tahnn 2001 Nomar 110 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Len:baran Negara Republik Indonesia Nomor 44 16) schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintals
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Reuangan Pimpinan dau
Anggota Dewan Penwakilan Rakyat Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembtaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaar Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 lentang Standar Akuntansi Pemecrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Peinerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor !36, Tambahan

Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 4574):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 twentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

LLembaran Neeara Renublik Indonesia Nomor 45751):
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kevangan Daerah (Lembaran Negarn Repubhk Indonesta Tahun 2005 Nomor 1S,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 45760

Peraturan Pemenntah Nemor 57 Tahun 2095 tentang Hibubi {Leiibaran Negara Republik Indoneswa Tabien 2005 Nomor i4%, Vaanbabian Gembar Negitao

Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},

Peraturon Femerintah Nomor 65 Tahun 2005 teutang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stanckin Pelavanan Minunal (Lembaian Negara Bepabhl
Indoncesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peiaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2610 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



28.

29,

30.

32.

33.

3S.

36.

37.

39.

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angg

Kecamatan Gunung, Maleln, Keaunatan Gunung Mahpias,
Kecamatan Hatondihan, Keconmanan Pamatang Sidamanik,

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan
rah Knbupaten Simalnngun Tabhin 2002 Nomuoy

Kecamatan Bandar Masilinn, Keeamatan Bandar Huluan, Kecamatan Jawa Maria Bah Jaunbi,
Keeamatan Panombeian anei, Kecamatan Haranggaol Horisan di Kabupaten Simalungun (Lembaran Dac

9 seri D Nomor 9);
Peraturan Daecrah  Kabupaten  Simalungun Nomor 1 Tahun 2000 tentang, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor |
ot Dewan Perwakilan Rakyiat Dacrah Kabupaten Simalungun (Lembaran

Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomar 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Pamatang Silima Huta (Lembaran Daerah Kabupaten

Simalungun Tahun 2006 Nomor 11 seri D Nomor 11},
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerall (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 0);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Dacrah

Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 seri D Nomor 0).
Peraturan Dacrah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
Angearan 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Simaluneun Tahun 2016 Nomor 1 seri D Nomor 1

: aran Dacrah Kabupaten Simalungun

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lemb

Tahun 2016 Nomor 4 Seri 1Y Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan_Belanja Dasrah Kubupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 seri D Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pPerubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Dacerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapiann Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemermtah

Dacrah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusinan Anggarin Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukian Produk Hulkum Dacral (Berita Negara Republik Indonesia Taliuin 2015

Nomor 2036),




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

{1} Pertanggungjawaban APBD berupa laperan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

¢. Neraca

d lLaporan Operasiona!

e. Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuiias, dan
g. Calatan atas Laporan Keuangan

-

<

naksud padi avat (1) dilampiri dengun laporan kinerja da:i iitisar luporasi keuangan badan usaha @

daerrah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufa Tahu: Anggaran 2016 sebagai Ler

a. Pendapatan Daerah Rp 2.218.572.431.172.92
. Belanja Rp 2.185.034.609.508.43
Surplus/lielisit) Rp 33.337.821 N33 56
Pembiayaan Daerah
u. Penerimaan Rp 103.2683.512.358.77
L. Pengeluaran Rp 16 842.773.976.00

1netto Ry 8G. 125750 .34
nembiavaien anggaran tahun berkenan [SILPA} Rp 119.9603 559 617




Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan scjumlah Rp(118.454.334.599,60) dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan scielah perubahan

Rp. 2.337.026.705.772,52
b. Realisasi Rp. 2.218.572.431.172,92
{ Kurang ) Rp. (118.454.334.599,60)

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja dan transfer berjumlah Rp(209.985.258.365,75) perincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan

Rp. 2.395.019.867.874,18
b. Realisasi Rp. 2.185.034.609.508,43
( Kurang, ) Rp. (209.985.258.365,75)
(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp91.530.923.766,15 dengan perincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit dengan perubahan Rp. (57.993.102.101,66)
b. Realisasi Rp. 33.537.821.664,49
Selisih lebih

Rp. 91.530.923.766,15

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayvaan setelah perubahan Rp. 103.268.512.358,77
b. Realisasi

Rp. 103.268.512.358,77

Selisih Rp. 0,00

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiavaan sejumlah (Rp28.432.635.281,11) berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiavaan setelah perubahan

Rp. 45.275.410.,257,11
b. Realisasi Rp. 16.842.774.976,00
Selisin Rp. (282.432.635.281,11)

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp28.432.635.281,11 sebagai berikut :
a. Anggaran pembiavaan Nctin setelah perubahan

Rp. 57.993.102.101,66
b. Realisasi Rp. 86.425.737.382,77
Selisih Rp. 28.432.635.281,11

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lcbih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayac (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016
adalah sebagai berikut :
Saldo Anggaran Lebih Awal

.

Rp. 103.268.512.358,77
b. Penggunaan SAL Scbagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 103.268.512.358,77
Sub Total 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 119.963.559.047,26
Sub Tatal
d. Koreksi Kesalahan Pembukuzn Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e. Lain-lain Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rp. 110.963.559.047,26




Pasal 5

Neraca scbagaimana pada pasal 1 ayad (1) huruf ¢ per 31 Desember 2016 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset

Rp. 3.028.693.942.918,82
b. Jumlih Kewajiban Rp. 7T4.878.766.718,50
c. Jumlaly Ekuitas Dana Rp. 2.953.815.176.200,32

Pasal 6

Laporan Operasional schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 avat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2016 adalah sebagai berikut
a. Pendapatan -LO

Rp. 2.233.914.493.210,44
b. Beban Rp. 2.107.436.696.345,26
¢. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional Rp. 126.477.796.865,18
d. Surplus/defisit dari Kegiatan non Operasional Rp. 0,00
e. Surplus/dcfisit sebelun: pos luar biasa Rp. 126.477.796.865,18
. Surplus/defisit dari pos luar biasa Rp. (20.527.115.017,00)
g. Surplus/defisit -LO Rp. 105.950.681.848,18

Pasal 7 i
Laporan Arus Kas dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahiun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp. 103.255.131.163,77
b. Arus kas Bersih dari akiivitas operasi Rp. 235.145.291.147,49
c. Arus kas Bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (218.450.244.459,00)
d Arus kas Bersih dari akiivitas pembiavaan Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas noi Anggaran Rp. (35.871.305,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2016 Rp. 119.914.306.547,26
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 avat (1) huruf f untuk tahun vang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 adalah
sebagal berikut :
a. Ekuitas Awal Rp. 2.608.384.864.487,64
b. Surplus/defisit - LO Rp. 105.959.681.848,18
¢. Korcksi ckuitas lainnyva Rp. 239.479.629.854,50
d. Ekuitas Akhir Rp. 2.253.815.176.200,32




’ Pasal 13 ) ‘

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalun Lembaran Daerah Kabupaten

Simaluingiin

Ditetapkan di Pamatang Raya

pada tanggal leﬁ@uﬂ\’( 2017

BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
.pada_tanggal |(9FIQU$N( 2017
T 'SEKRETARIS DAERAH

"KABURATEN SIMALUNGUN,

TIDION AYRBA
2\ DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUX 2017 NOMOR: U SERt D NOmOR Y




Pasal 9

Catatan atas laporan Keuangan sehagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif alas pos-pos

Laporan Keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari

a.

Yesgr-

S n g

Lampiran Laporan Ke

Fersmoean s

Lampiran |

Lampiran 1.1
Lampiran 1.2
Lampiran 13
Lanipiran I+

Lampiran 1l
Lampiran 11

. Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VIl
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

. Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XiV
Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII :

Lampiran XIX
Lampiran XX
Lampiran XXI

Laporan realisasi anggaran
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Ringkasan iaporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Rekapitulasi Realisasi Angparan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, Organisasi, Program dan kegiatan
Rekapitulasi Realisast Anggaran dacrah untuk keselarasan dan Leterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka

Pengeiolaan Negara
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:

Laporan Opcrasional;

Laporan Perubahan Ekuilas ;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan:

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan modal (Investasi) Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah:
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap,

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Dafiar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewaiiban Jangka Pendek:

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11
uangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Pcrusahaan Dacrah

tercantum Dalam Lampiran XX! Peraturan Daerah ini

Pasal 12

Bupati Simalungun menetapkan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD scbagaimana rincian Iehih lanjut dari

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APRD



